BAB IlI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beradasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Kantor Pengadilan

Negeri Sleman serta analisis dan pengumpulan data dari berbagai leterature

yang berkaitan erat dengan permasalahan yang sedang di teliti sesuai dengan

yang telah diuraikan dimuka maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Terdakwa menghadirkan saksi yang menguntungkan atau saksi a de
charge dalam hal dirinya dihadapkan disidang pengadilan dan meyakini
adanya seseorang Yyang dapat menjelaskan bahwa dirinya tidak
melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dengan harapan dapat
meringankan bahkan membebaskannya dari hukuman.

2. Adapaun kendala yang dihadapi oleh Terdakwa dalam mengajukan saksi
yang menguntungkan adalah sebagai berikut :

a. Terdakwa tidak mengetahui mekanisme dalam mengajukan saksi
yang menguntungkan.

b. Saksi yang akan diajukan mengalami ketakuatan untuk menjadi saksi
atau saksi mengalami masalah ekonomi karena tempat saksi terletak
jauh dari kantor pengadilan yang akan mengadili, sehingga tidak
dapat hadir dalam perisdangan.

c. Hakim dapat melakukan pembatasan terhadap jumlah saksi yang

dapat dihadirkan.
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B. Saran

Perlunya adanya ketentuan hukum yang mewajibkan aparat penegak
hukum untuk menjelaskan syarat dan mekanisme pengajuan saksi dalam
semua tahap pemeriksaan agar tersangka atau terdakwa tidak mengalami
kebingungan dalam mengajukan saksi. Perlu adanya perlindungan saksi yang
lebih baik oleh aparat penegak hukum agar orang tidak takut untuk menjadi
saksi dan perlu adanya dana khusus yang diberikan untuk mengganti biaya
perjalanan saksi dari kediamannya menuju pengadilan agar saksi dapat hadir
ke persidangan dan tidak merasa dirugikan. Serta perlu adanya pengawasan
yang lebih kepada pengadilan agar hak terdakwa untuk menghadirkan saksi

yang menguntungkan dapat diberikan sepenuhnya.
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